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ABSTRAK

Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) merupakan salah
satu bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kepolisian Negara
Republik Indonesia. Berlakunya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan SKCK membawa perubahan signifikan,
salah satunya dengan ditambahkannya syarat kepesertaan aktif BPJS Kesehatan
dalam proses pengurusan SKCK.

Kebijakan tersebut menimbulkan berbagai persoalan yuridis dan sosial,
khususnya terkait kewenangan kepolisian dalam menetapkan syarat administratif
yang bersinggungan dengan program jaminan sosial nasional, serta dampaknya
terhadap pemenuhan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis pengaturan hukum penambahan syarat kepesertaan BPJS
Kesehatan dalam penerbitan SKCK, meninjau kebijakan tersebut dari perspektif
hukum administrasi negara ditinjau dari aspek legalitas dan perlindungan hak
konstitusional warga negara, serta mengkaji implikasi yuridis dan sosial .
penerapannya di Polresta Deli Serdang.

Adapun Lokasi Pengambilan data pada penelitian ini adalah di Polresta
Deli Serdang. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara
studi dokumen. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan berasal dari
data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan
bahan hukum tertier. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum
normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan
cara analisis kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal
penambahan syarat kepesertaan BPJS Kesehatan memiliki dasar hukum, namun
secara substansial menimbulkan persoalan terkait asas proporsionalitas, keadilan,
dan non-diskriminasi dalam pelayanan publik. Penerapan kebijakan tersebut juga
berdampak pada akses masyarakat terhadap pelayanan SKCK, terutama bagi
kelompok ekonomi menengah ke bawah. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi
kebijakan dan harmonisasi regulasi agar penyelenggaraan pelayanan publik tetap
menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara.
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ABSTRACT

Issuing a Police Record Certificate (SKCK) is a form of public service
provided by the Indonesian National Police. The enactment of National Police
Regulation Number 6 of 2023 concerning SKCK Issuance brought significant
changes, one of which was the addition of the requirement for active BPJS
Kesehatan membership in the SKCK application process.

This policy raises various legal and social issues, particularly regarding
the police's authority to determine administrative requirements that intersect with
the national social security program, and its impact on the fulfillment of citizens'
constitutional rights. The objective of the research was to analyze the legal
provisions regarding the addition of BPJS Kesehatan membership requirements
Jor issuing Police Clearance Certificates (SKCK), reviewing the policy from the
perspective of state administrative law in terms of legality and protection of
citizens' constitutional rights, and examining the legal and social implications of
its implementation at the Deli Serdang Police Station.

The location of data collection in this study was the Deli Serdang Police
Station. In this study, data collection was conducted through document study. In
this study, the data sources used were secondary data consisting of primary legal
materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The research
method used was normative legal research with a statutory and conceptual
approach.

The data analysis used in this legal study used qualitative analysis. The
results of the study indicate that formally the addition of BPJS Kesehatan
membership requirements has a legal basis, but substantially raises issues related
to the principles of proportionality, justice, and non-discrimination in public
services. The implementation of this policy also impacts public access to Police
Clearance Certificate services, especially for the lower-middle economic group.
Therefore, policy evaluation and regulatory harmonization are needed so that the
implementation of public services continues to guarantee legal certainty and the
protectionof citizens'rights.
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